BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

[image: ]Kondisi ekonomi yang rendah sering kali menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya tingkat kejahatan di masyarakat. Situasi ini biasanya ditandai dengan tingginya angka pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ketika individu atau kelompok masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti pencurian, penipuan, hingga tindak kekerasan.
Hukum memiliki peran penting sebagai alat pengendali sosial dalam mengatasi dampak negatif dari kondisi ekonomi rendah. Melalui regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan sosial, hukum dapat berfungsi untuk, Mencegah kejahatan melalui pemberian sanksi yang tegas dan adil kepada pelaku kejahatan.1
Mengurangi faktor penyebab kejahatan dengan mendorong kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan dari dampak kondisi ekonomi rendah, misalnya dengan program jaminan sosial atau bantuan hukum gratis. Mengedukasi masyarakat agar lebih memahami konsekuensi hukum dari tindak kriminal serta pentingnya mematuhi norma sosial.
Namun, penerapan hukum saja tidak cukup tanpa didukung oleh kebijakan

1 Komnas HAM. (2019). Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM RI
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[image: ]ekonomi dan sosial yang efektif. Sinergi antara kebijakan hukum dan program



















































2

[image: ]pembangunan ekonomi diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, lembaga penegak hukum, serta berbagai elemen masyarakat harus berkolaborasi untuk mengatasi akar masalah kejahatan yang bersumber dari kondisi ekonomi rendah. Kriminalitas di Indonesia masih marak terjadi, tuntutan kebutuhan hidup dan kondisi lingkungan menjadi pendorong seorang individu atau sekelompok orang melakukan tindakan kriminalitas. Pengetahuan tentang kriminalitas di pelajari dalam ilmu kriminologi, dalam ilmu tersebut kecenderungan individu untuk melakukan tingkat kriminalitas dapat dilihat dari perspektif biologis, sosiologis, dan lainya. Ilmu ini juga memberikan dua arti untuk istilah kejahatan yakni secara yuridis dan sosiologis.2
Faktor sosial ekonomi telah lama diakui sebagai faktor penting yang mempengaruhi tingkat kriminalitas dalam suatu masyarakat. Teori anomie dari E mile Durkheim menyoroti bahwa ketidak seimbangan sosial ekonomi dapat menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi, di mana individu yang merasa dipinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap Kesempatan ekonomi cenderung terlibat dalam perilaku kriminal sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka.3
Perkembangan zaman menyebabkan kehidupan masyarakat semakin kompleks. Hadirnya teknologi yang berkembang secara signifikan mampu menciptakan proses urbanisasi dengan kondisi lingkungan masyarakat yang modern sehingga perlu melakukan adaptasi. Kesulitan dalam beradaptasi menyebabkan masyarakat modern merasa cemas dan kebingungan. Selain itu, ambisi yang tinggi oleh masyarakat

2Habibullah, M. S., & Baharom, A. H. (2009). Crime and economic conditions in Malaysia.
International Jo urnal of Social Economics, 36(11), 1071-1081. doi: https://doi.org/10.1108/03068290910992624
3Wulansari, F. A. (2017). Analisis pengaruh pengangguran dan distribusi pendapatan terhadap kriminalitas dan investasi di Indonesia. tahun 2011-2015 (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin).

modern dalam memperoleh materil melimpah tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang.
[image: ]Adanya keinginan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan materil yang melimpah, memiliki kekayaan dan harta yang mewah namun tidak mempunyai keterampilan yang wajar untuk memperolehnya. Ketidaksesuaian antara ambisi dengan kemampuan pribadi inilah yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal, Selain faktor ekonomi di atas, kriminalitas juga erat kaitannya dengan masalah sosial. Tak terkecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki julukan sebagai “kota pelajar/kota pendidikan.4
Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu indikator yang lekat dengan pembangunan ekonomi daerah. Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi yang berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.
Pada era otonomi daerah ini pemerintah kabupaten/kota di Indonesia menghadapi persoalan dalam membangun ekonomi daerahnya. Dalam menghadapi persoalan pembangunan ekonomi, maka suatu daerah harus membangun perekonomian yang memiliki daya saing dan efisien. Pada era otonomi daerah ini maka program pembangunan ekonomi daerah harus desentralistis dan memiliki daya saing, sehingga cakupannya lebih luas dan tidak hanya sekedar pembangunan ekonomi daerah.
Persaingan antar daerah yang semakin ketat, membuat pemerintah daerah tak

4Atmowardoyo, haryanto. 2008. “Metode Penelitian Kualitatif : Dasar Teori”.Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

[image: ]terkecuali kota Tanjung Balai dituntut untuk lebih menyiapkan daerahnya sebaik mungkin agar dapat menarik investasi ke kota Tanjung Balai. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah. Serta kesiapan pemerintah daerah secara sungguh sungguh dalam menata pengembangan kelembagaan, mempertajam kebijakan pemerintah daerah.
Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) memperbaiki birokrasi, hingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi daerah yang memiliki daya saing yang tinggi pada era globalisasi ekonomi ini. Tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai.
Jika dilihat dari sisi pendidikan yang ada di Indonesia terlihat ketidak konsistenan kurikulum setiap tahunnya namun faktanya belum terjadi peningkatan yang signifikan terhadap moral anak bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa gambaran pendidikan di Indonesia masih belum stabil. Selain itu, pengangguran juga merupakan salah satu indikator penyumbang munculnya tingkat kriminalitas.
Menariknya adalah pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat namun kondisi kriminal semakin meningkat pula. Seharusnya dengan naiknya pendapatan perkapita harusnya mengurangi kriminilatas di suatu provinsi karena tingginya pendapatan perkapita menunjukkan kesejahteraan suatu wilayah. Pendapatan perkapita dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan selain untuk pembedaan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju.5

5Sulaeman, Mnunandar & Homzah, Siti. 2010. “Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam

[image: ]Juga bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan dapat menggambarkan perubahan corak, perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi. Keadaan ini menunujukkan bahwa pembangunan ekonomi di Sumatera Utara sangat baik yaitu masyarakat Sumatera Utara sejahtera karena pendapatan perkapita rata-rata di atas 20 juta.
Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Umumnya para pelaku tindak kejahatan melakukan hal ilegal karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar di bandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang undang.
Kejahatan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Akibat dari adanya kejahatan, masyarakat harus menanggung biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan. Beberapa akibat dari kejahatan tersebut antara lain, karena adanya kejadian kekerasan maka harus dikeluarkan biaya untuk membayar biaya penyembuhan dan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi menyebabkan masyarakat kehilangan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
Karena kejahatan pula, masyarakat harus berpikir berulang kali dalam menentukan apa yang masyarakat akan lak ukan, kenakan, gunakan, maupun kendarai, ke mana dan kapan saat yang tepat masyarakat akan pergi serta di mana tempat yang seharusnya masyarakat tinggal untuk menghindari adanya resiko terkena tindak

Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan”. Bandung : PT Refika Aditama

kejahatan. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang undang pidana.6
[image: ]Secara aggregate tingkat kriminalitas di Indonesia mengalami fluktuatif, yaitu dari tahun 2015-2017 yang terdiri dari jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas. Data polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (crime total) pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi sebanyak 357.197 kasus pada 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus (BPS, 2018). Apabila dilihat dari segi jumlah kejahatan untuk level provinsi/ polda selama tahun 2017 Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (39.867 kasus), disusul oleh Polda Metro Jaya (34.767 kasus), dan Polda Jawa Timur (34.598 kasus).7 Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan, angka kejahatan per 100.000 penduduk, dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan.
Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya. Kejahatan memengaruhi keputusan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari beberapa tipologi kejahatan dan variabel non kejahatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta mengidentifikasi adanya dependensi spasial dari Produk Domestik Regional

6Mokodompis, R., Rumate, V., & Maramis, M. (2014). Penga-ruh tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuh-an ekonomi (Studi pada Kota Manado. tahun 2003-2012). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(01), 73-83
7Saavedra, L. A. (2000). A model of welfare competition with evidence from AFDC. Journal of Urban Economics, 47(2), 248-279. doi: https://doi.org/10.1006/juec.1999.2141

Bruto (PDRB) per kapita di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data cross section dengan Spatial Lag Model (SLM). Hasil penelitian menunjukkan terdapat autokorelasi spasial negatif pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.8
[image: ]Kejahatan pembunuhan dan tenaga kerja memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita secara negatif dan signifikan. Sementara itu, variabel kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi, pengeluaran pemerintah daerah, angka harapan hidup, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Kata kunci: jumlah kejahatan, kejahatan penipuan, korupsi, kejahatan pembunuhan, dependensi spasial.
Tingginya angka kejahatan pembunuhan dan kejahatan tenaga kerja secara nyata menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Sementara itu, investasi dan belanja pemerintah berperan sebagai pendorong utama peningkatan PDRB per kapita, yang merupakan indikator kemakmuran masyarakat.
Kota Tanjung pinang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia, dengan populasi sekitar 250.000 jiwa. Sebagai ibu kota provinsi, Tanjung pinang memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi, administrasi, dan budaya di wilayah tersebut. Kota ini memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai kota kepulauan, dengan sebagian besar aktivitas ekonomi bergantung pada sektor perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu, sebagai kota pelabuhan, Tanjung pinang juga menjadi titik transit utama untuk perdagangan dan transportasi laut di Kepulauan Riau. Dari penjabaran latar belakang tersebut maka judul Penelitian ini adalah, “Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Yang Mengakibatkan

8Wibisono, Y. (2001). Determinan pertumbuhan ekonomi regional: Studi empiris antar propinsi di Indonesia. Jur-nal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia,1(2), 52-83.doi:https://doi.org/10.21002/jepi.v1i2.614.

Kejahatan	Di	Kelurahan	Kuala	Silau	Bestari, Kecamatan Tanjung Balai

Utara “.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. [image: ]Bagaimana Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Di Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara?
2. Bagaimana Tingkat Kejahatan Di Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara ?
3. Apa faktor pemicu terjadinya Kondisi Ekonomi yang Mengakibatkan Tingkat Kejahatan Di Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( SH ) Pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan .
2. Untuk mengetahui Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Di Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara?
3. Untuk mengetahui Tingkat Kejahatan Di Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara?
D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Bagi Penulis Memperdalam pemahaman tentang hubungan antara hukum, kondisi ekonomi, dan tingkat kejahatan dan Menambah wawasan tentang strategi hukum dalam menekan angka kejahatan berbasis ekonomi.
2. Bagi Kelurahan Kuala Silo Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Memberikan

rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diterapkan untuk mengurangi tingkat kejahatan kekerasan dan Membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. [image: ]Bagi Peneliti Selanjutnya Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan mengenai pengaruh hukum dalam konteks sosial ekonomi dan Memberikan data awal dan konsep yang dapat dikembangkan untuk studi di wilayah lain.
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